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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri
di anggap tidak sah karena tidak didaftarkan pada dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut Hukum Islam
Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun
nikah.

2. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil
nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya
dan keluwarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No
46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi
dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika
mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Saran
1. Mengingat dampak perkawinan siri (tidak dicatatkan) begitu luas
maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah,

legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat,



101

organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan
lain- lain) mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah
secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan
kepastianhukum.

2. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan
memberi solusi yang tepat bagi para pelaku perkawinan siri, demi
kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan
anak yang dilahirkannya berupa deregulasi aturan/pemutihan dan
pendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh
agama dan adat dan perangkat desa untuk mencatatkan
perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum
menyentuh dan menyelesaikan masalah perkawinan siri. Tentu
saja langkah ini diluar jalurperadilan.

3. Pemerintah dengan memperhatikan usulan kalangan akademik,
praktisi hukum, ahli hukum, MUI, organisasi perempuan, LSM,
organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah,
tokoh masyarakat, dan lain-lain mengamandemen beberapa
peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia
disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir
berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang
berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukumadat).

4. Perkawinan siri di Indonesia sebagai suatu realita tidak bisa
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diberantas secara defensif. RUUPAP yang sedang diajukan
Pemerintah ke DPR yang memuat klausul Denda dan Penjara
yang sangat berat sebagai efek jera bagi pelaku kawin siri dan
kawin kontrak tidak akan menyelesaikan masalah karena
perkawinan itu bukanlah kejahatan akan tetapi memaknai dan
melaksanakan ajaran agama berdasarkan pemahamanannya,
yang jelas dijamin oleh UUD45. Dan tidak bertentangan dengan
konstitusi. Pemerintah seharusnya melakukan cara-cara preventif
dan persuasif dengan aturan yang mendidik serta melindungi

berbagai kepentingan masyarakat.



